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KATA PENGANTAR

uji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha

Esa berkat atas limpahan rahmat dan karunia-Nya

sehingga buku ini, Perlindungan Terumbu Karang Melalui

Penegakan Hukum, dapat diselesaikan. Buku ini hadir
sebagai upaya untuk mengangkat isu krusial mengenai
keberlanjutan ekosistem laut, khususnya terumbu karang, yang
semakin terancam akibat aktivitas manusia dan lemahnya
penegakan hukum.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan
kekayaan sumber daya kelautan yang luar biasa, termasuk
ekosistem terumbu karang yang mendukung keanekaragaman
hayati serta kehidupan masyarakat pesisir. Namun, realitas di
lapangan menunjukkan bahwa kerusakan terumbu karang terus
meningkat akibat berbagai faktor, baik yang bersifat alami
maupun ulah manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum
terhadap ekosistem ini menjadi suatu keharusan.

Buku ini membahas secara komprehensif tentang
pentingnya perlindungan hukum terhadap terumbu karang,
mulai dari konsep dasar dan fungsi ekologisnya, kewajiban
negara dalam menjaga keberlanjutan ekosistem ini, hingga
mekanisme penegakan hukum yang dapat diterapkan untuk
mencegah dan menindak perusakan yang terjadi. Selain itu,
pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum serta
penerapan sanksi diharapkan dapat memberikan gambaran lebih
jelas mengenai upaya konkret yang dapat dilakukan untuk
melindungi terumbu karang.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi
akademisi, mahasiswa, penegak hukum, pembuat kebijakan,
serta masyarakat luas yang peduli terhadap kelestarian
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lingkungan laut. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan
baru serta mendorong langkah-langkah nyata dalam menjaga
dan melindungi ekosistem terumbu karang bagi generasi
mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan
buku ini. Semoga apa yang disampaikan dalam buku ini dapat
bermanfaat dan menjadi bagian dari solusi dalam menjaga
kekayaan laut Indonesia.

Sorong, 01 Maret 2025

Penulis
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